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ABSTRAK

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT
OLEH:

DINI NOVIANTI
2022015010

Penelitian ini menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu
bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan KDRT yang sebagian besar
korbannya adalah perempuan. Sebagaimana laki-laki seakan menjadi penguasa
dalam rumah tangga,dan beranggapan mereka adalah pemimpin ,Sebagaimana
orang berfikir demikian dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena
sesungguhnya dalam rumah tangga umat islam ada yang dinamakan “Hukum-
Hukum Allah”. Adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan ialah
bagaimanaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan Bagaimana kekerasan dalam rumah
tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan
KDRT perspektif figh munakahat. Penulis menggunakan jenis penelitian
kepustakaan dan adapun pendekatannya adalah Kualitatif Normatif Analitis.
Penanggulangan yang harus dilakukan terhadap KDRT ialah memberikan
kebijakan yang keras kepada masyarakat atas bahayanya KDRT tersebut,
menyelenggerakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam
rumah tangga kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar
mengetahui Undang-Undang dan hukuman yang berlaku bagi pelaku kekerasan
dalam rumah tangga tersebut.Apabila istri durhaka, suami hendaknya tidak
bersifat tempramental, ia harus menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh
kasih sayang. Apabila sudah dinasehati, tetapi masih tetap saja durhaka,
hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Kalau dia masih juga durhaka,
diperbolehkan memukulnya akan tetapi jangan sampai merusak badannya.karena
pada masa Rasulullah Saw juga dilarang berprilakun kasar pada perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang menjelaskan tentang pernikahan yaitu dalam pasal
1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Dasar perkawinan adalah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa.!

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk
membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana
bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta
anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaanya memandang perkawinan
adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam
memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan
ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Setelah terjadinya pernikahan yang sah, terjalinlah hubungan suami istri
dan sebagai konsekuensinya timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik
masing-masing pihak.? Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian,
menghormati hak dan kewajiban suami dan istri. Karena tanpa adanya saling
pengertian dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing akan terjadi
permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan di dalam rumah tangga bisa

datang dari berbagai aspek kehidupan, dibutuhkan ketenangan dalam menghadapi

! Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1
2 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh : yayasan PeNA
Banda Aceh, 2005), h. 107.



dan menyelesaikan masalah tersebut.Tetapi banyak sekali rumah tangga yang
tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, akibatnya berdampak pada
keharmonisan rumah tangga.

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa
pertengkaran kecil, akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera di selesaikan akan
menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga
adalah puncak terburuk dalam penyelesian masalah dalam keluarga. Kekerasan
dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai
beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT
diantaranya : kekerasan fisik, psikologi, seksual, dan ekonomi. Sebagaimana
diterangkan juga dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang
penghapusan KDRT yang berbunyi : setiap orang dilarang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya,
dengan cara; a) kekerasan fisik, b)kekerasan psikis, ¢) kekerasan seksual atau; d)
pelantaran rumah tangga.®

Pembentukan UU PKDRT yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan
kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak
lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan tentram bebas dari
kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan. Di tengah
kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat maju, terasakan sebagai suatu
kejanggalan, manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan

suasana yang termanusiakan sepenuhnya, ternyata sebaliknya menjadi lingkungan

*Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 ( Bandung : Fokusmedia, 2006), h. 5.



yang dipenuhi kekerasan atau prilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan
penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang
merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang
dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral
secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam
situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan
kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang
sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang
sistematis dengan diaplikasikan melalui sarana hukum pidana yakni dengan
mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk
menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya
adalah perempuan. Sebagaimana laki-laki seakan menjadi penguasa dalam rumah
tangga, Apakah kepemipinan seorang laki-laki atas rumah tangganya berarti
memberikannya hak diktator dan pemaksaan? Sebagaimana orang berfikir
demikian dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena sesungguhnya dalam rumah
tangga umat islam ada yang dinamakan “Hukum-Hukum Allah”

Bahwa hukum-hukum Allah telah mengatur norma-norma yang mencegah

kekacauan, penghinaan dan penindasan. Dan hukum itu adalah kaidah-kaidah

* Sabungan Sibarani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, Jurnal Hak Asasi Manusia 7,1 (Juli 2016):2.

® Muhammad Al Ghazali, Dilema Wanita Di Era Modern “wanita di persimpangan islam
& tradisi”, terj. Heri Purnomo (Jakarta Selatan : Mustagim, 2003), h. 235.



fitrah, akal dan wahyu, yang membangun keseimbangan dan keadilan di antara
manusia. Sesungguhnya rumah tangga bukanlah sebuah sarang yang dihuni oleh
gerombolan srigala, atau hutan yang menampung berbagai macam serangga
diantara akar-akarnya.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam semesta telah
mengatur masalah pernikahan, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami
istri yang harus dihargai. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya
kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap
istrinya dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban yang bersifat materi (nafagah) dan
kewajiban yang bersifat non-materi seperti: menggauli secara patut antara suami

Istri, menjaga nama baik, memberikan ilmu dunia akhirat dan sebagainya.
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Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar”. (an-Nisa: 34).’

6 -
Ibid, h. 236.
" Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta Selatan : Wali,2010) h.
84.



Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya
dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya. Selama suruhannya tidak menyalahi
ajaran agama.® Dan apabila istri tidak patuh pada suami selagi tidak ada alasan
syar’i untuk membantahnya maka istri tergolong istri yang durhaka (nusyuz).
Seorang istri dikatakan nusyuz, apabila ia meninggalkan kewajiban sebagai istri
dan tidak memberikan hak kepada suaminya.

Kebanyakan dari kita sering mengaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu
terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga,
karena jika istri nya nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan
mulai dari menjauhinya, memukulnya, tidak memberikannya nafkah lahir dan
bathin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya.
Tentu saja pihak istri yang menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental
maupun seksual. Oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian
dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Figh Munakahat”.

B. Batasan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk
membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup
menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam
penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu peraturan tindak Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

& Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana 2007) h. 162-163.



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mana peneliti
lebih memfokuskan pada larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dalam Pasal 5, 6,7,8, dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT mengatur kekerasan dalam rumah tangga ?

2. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT perspektif figh
munakahat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah penelitian berkenaan dengan maksud
peneliti mengadakan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul yang
diajukan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT perspektif
figh munakahat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan peneliti ini mempunyai
manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia
pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti

adalah :



1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan pengetahuan perkembangan ilmu hukum dan hukum
positif yang ada dalam kehidupan masyarakat

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, civitas
akademik atau pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian
selanjutnya.

c. Memberikan gambaran yang jelas dari hukum islam mengenai undan-
undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, ummat muslim
khusunya mengenai kekerasan dalam rumah tangga dari segi hukum
islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang (PKDRT).

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah
dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan
peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

F. Penjelasan Istilah
1. Analisis
Analisis diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara
mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau
menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
Menurut Efrey Liker, arti analisis adalah aktivitas dalam mengumpulkan

bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah yaitu akarnya. Sedangkan



berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan
terdahap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
2. Undang-undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh
badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-
undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi
untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk
menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan,
atau untuk membatasi sesuatu. Undang-undang yang akan dianalisis oleh peneliti
adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga
termasuk termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup ru mah tangga.
sebagaimana juga di terangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalm rumah tangga

terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a)



kekerasan fisik, b)kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d)
pelantaran rumah tatngga”9
4. Figh Munakahat

Fikih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Fikih
secara etimologi berasal dari kata fagiha-yafgahu yang berarti paham,’® fikih
secara definitif diartikan dengan suatu perangkat pengetahuan yang diambil dari
dalil-dalil yang jelas baik dari al-Quran maupun As-sunnah dan menghasilkan
hukum yang mengikat untuk dijalankan bagi seluruh manusia yang beragama
Islam. ™

Sementara munakahat dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nakaha
yang memiliki arti menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban
serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
bukan mahram."?

Bila kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah
seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara
perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut,
harus diikuti dan diamalkan oleh umat manusia yang bergama islam sebagai
landasan pernikahan.®™

Pernikahan memiliki beberapa tata cara yang menjadi landasannya dan

hal-hal lainnya yang lahir dari sebab pernikahan seperti : khitbah, urutan wali

*Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004..., h. 5.

10R. M. Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: deepulish, 2015), h. 1.

" Ibid, h. 2.

" Ibid, h. 4.

" Ibid, h. 5.
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nikah, pemilihan saksi, perceraian, ruju’, fasakh, nusyuz, hadhanah, pembagian
warisan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.

Figh munakahat yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih mengkhususkan
kepada nusyuz, yang mana menjadi perbincangan hangat sebab timbulnya efek
hukum yang bertolak belakang dengan norma-norma hukum islam dan juga
hukum positif, seperti adanya tindakan kasar yaitu memukul si pelaku nusyuz,
maka penulis akan membahas secara rinci masalah nusyuz dan tindakan-tindakan
kepada si pelaku nusyuz yang seharusnya.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang
membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya
sebagai berikut :

1. Fitria Romadhoni dengan judul “kompensasi materiil bagi korban
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) analisis hukum islam terhadap
pasal 44 undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam penelitian ini menyimpulkan
bahwa : pertama, ketentuan hak ganti rugi bagi korban kekerasan
dalam rumah tangga tidak diatur dalam hukum materiil, yakni KUHP
dan undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga. Karena dalam ketentuan pasal 54 undang-undang
nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT disebutkan bahwa :
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan

menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal ini
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korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan ganti rugi

dengan syarat tindakan pelaku mengakibatkan kerugian.

Kedua, dalam hukum islam hukuman pokok pelaku kejahatan selain

jiwa adalah gisas dan hukuman pengganti adalah diyat dan ta’zir.**

2. Lauhin Mahfudz Kamil dengan judul “Efektifitas UU RI Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Pengadilan Agama Raha Kelas |1
Sulawesi Tenggara”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa
undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT
yang diterapkan Pengadilan Agama Raha dengan pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian
akibat KDRT dengan berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin
sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan.
Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum
yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif
sehingga jika diteruskan dikhawatirkan akan mendatangjan
kemudaratan daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan.*®

3. Ridhwan, M. Khoiri “kekerasan dalam rumah tangga ( analisis
ketentuan UU PKDRT, al-Quran dan hadist tentang nusyuz)”, dari
hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna

nusyuz dan dharaba. Pemaknaan nusyuz dan dharaba pada jaman

Y Fitria Romadhoni, “Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Kdrt) Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan KDRT” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

> Lauhin Mahfudz Kamil, “Efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Pengadilan
Agama Raha Kelas Il Sulawesi Tenggara” (skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2017).
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mufassir klasik masih dipenaruhi oleh penafsiran tekstual yang
disesuaikan dengan keadaan waktu surat an-Nisa (4;34) tersebut
diturunkan. Nusyuz diartikan sebagai istri yang durhaka atau
membangkang pada suami dan dharaba diartikan memukul sebagai
hukuman pelaku nusyuz. Berbeda dengan pendapat sebagian besar
mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan
gender. Nusyuz diartikan sebagai ketidakhormonisan dalam rumah
tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata
dharaba bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami istri
dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga.*®

4. Sidiq Aulia dengan judul “penanganan kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat
dan pemberdayaan perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Skeman
Yogyakarta”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya
tingkat KDRT didominasu pada kekerasan yang berbentuk
penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah
Sleman secara umum, dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.sedangkan fakor-faktor
penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain berupa factor eksternal
dan internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh
ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga di perparah oleh factor

lainnya seperti factor lingkungan agama dan budaya,sedangkan factor

'® Ridhwan, M. KHoiri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU
PKDRT al-Quran dan Hadist Tentang Nusyuz), (tesis, Program Pascasarjana Prodi Al-ahwal al-
Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015)”.
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internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajamen emosi para
pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam
keluarga.’

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang isi dan apa saja yang
diuraikan dalam skripsi ini penyusun membagikan skripsi ini dalam empat bab
yaitu sebagai berikut :

Pada bab satu menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi. latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika
pembahasan

Bab dua adalah bab yang membahas tentang kajian teoritis mengenai
gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan hukum positif,
dan tinjauan hukum islam mengenai undang-undang nomor 23 tentang
penghapusan kdrt.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan
penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data

Bab empat adalah bab dimana penyusun memaparkan jawaban masalah-
masalah yang terdapat di latar belakang masalah.
Bab lima merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi beberapa

kesimpulan dan juga saran.

7 Sidiq Aulia, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di
Kabupaten Skeman Yogyakarta” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014).



BAB I1
LANDASAN TEORI
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan
bahwa “’kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Institusi keluarga, sebagai institusi terkecil di masyarakat, beberapa tahun
terakhir ini dikatakan sebagai tempat yang paling rawan bagi munculnya tindak
kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan fenomena dalam uraian
tersebut, bahwasannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat sering
terjadi, dan tidak hanya terdapat pada keluarga dengan latar belakang pendidikan
rendah namun juga berlatar belakang pendidikan tinggi dan dampak yang
diperoleh dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat mengenaskan.?

Pemicu hadirnya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya

rasa saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lainnya. Masing-masing

Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004..., h. 5.

2 Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen”, Jurnal Inspirasi
Pendidikan., 610.

14
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setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh
kebaikan dan rasa saling menghargai.®* Namun jika di lihat lebih rinci ada
Beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor
individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis,
penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga
(seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh
pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah
kekerasan), faktor komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi,
mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang
lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban), faktor
situasional dan faktor lingkungan sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang
cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, lemahnya penegakan hukum,
budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api illegal,
masa konflik/paska konflik).*

Jadi kekerasan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan
seseorang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar dan bebas.
Hal itu bertentangan dengan konsep yang terdapat pada Hak Asasi Manusia

(HAM), terutama menyangkut personal rights. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

® Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk,.(Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 294.

* Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta :
Kemenkes RI; 2012.
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(KDRT) merupakan pelanggaran terhadap HAM, dalam pembahasan kali ini
adalah menyangkut hak asasi perempuan.’

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang
telah mengakar dan hampir terjadi di seluruh Negara di dunia. Termasuk di
Indonesia, data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan perempuan
mencatat bahwa tindak kekerasan pada perepuan terutama kekerasan di ranah
domestic mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan
dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878,
jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,6%. Sedangkan untuk tahun 2012
dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61% jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa
kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat bertambah setiap tahunnya.®

Dengan tingginya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak
tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta
gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan
dalam rumah tangga terhadap istri. Namun tidak jarang akibat tindak kekerasan
terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis
yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.” Tidak heran

jika dapati istri-istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

° Emilda Firdaus,”Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam”, Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM 1,21 (Januari 2014):144.

® Meri Ramadani Dan Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai
Salah Satu Isu Kesehatan Masayarakat Secara Global”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
(Januari-April 2015):81.

"Ibid. h.82.
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cenderung tertutup dan cemas, tapi ada juga beberapa dari mereka
melampiaskannya pada orang lain seperti melakukan kekerasan terhadap anaknya.
Yang pada akhirnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat berlanjut dan
bersifat menular.

Kekerasan dalam rumah tangga pun juga merupakan pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi
yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
amandemen IV pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan:“setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas
dasra rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peluang terjadi kekerasan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarkhi. Patriarkhi
mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang
kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang
kemudian dibakukan melalui hukum Negara mendoktrin perempuan (istri)
menjadi bawahan dihadapan laki-laki mereka harus tunduk dan patuh melayani
suami. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai kekukasaan
untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap

tidak patuh.®

® Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami
Terhadap Istri”, Jurnal IImu Hukum 9,17 (Februari 2013): 37.
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2. Dasar Hukum KDRT
Islam telah mengatur porsi tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan dalam berumah tangga jika istri melakukan tindakan jelek atau tidak
mematuhi suami, maka seharusnya si suami tidak melakukan tindakan kekerasan

terhadap istrinya secara lansgung. Firman Allah dalam al-Quran:

a ¢ A 7. - . S [ERPC PN ,«f" &, % _ T %y T~ < }l’«:~ sy - 2T
|
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& af-  § faz Wit A2iat § s %aﬂ 2 a7t P { L @8 gaad @s j o3

Oglle 152 Do 3kl (p g il aallaall & (a9 oaal)y (O shas

(Ve sluill) 158 Ble G & S
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Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar.” (Q.S An-Nisa’ :34)9

Dalam ayat tersebut disebutkan kata nusyuz, Nusyuz yaitu meninggalkan
kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah
tanpa izin suaminya atau tidak ingin melayani suami dengan baik.'® Maka bagi
istri-istri yang nusyuz tidak lah langsung mendapakatkan tindakan kekerasan tapi
islam mengajarkan untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan
pembangkangannya (nusyuz) haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat

tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak

% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya.. ., h. 84.
' R. M. Dahlan, Fikih Munakahat..., h. 127.
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bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak
meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan
cara yang lain dan seterusnya.

Karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan lemah lembut dan
penuh dengan perasaan kasih sayang, maka jangan beri perlakuan yang
seharusnya tidak di dapatkannya. Jika suami ingin dilayani dengan baik maka
perlakukanlah istri dengan baik-baik."*

3. Macam-Macam KDRT Dan Dampaknya

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 5 di sebutkan ada beberapa
macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga : a) kekerasan fisik, b)kekerasan
psikis, c¢) kekerasan seksual atau; d) pelantaran rumah tangga”12 yang
menimbulkan beberapa dampak pula.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golonngan ini
antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak),
menendang, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya.

Biasanya perlakuan ini akan memberi dampak yang terlihat seperti bilur,
muka lebam, gigi patah atau bekas luka, cemas, stress dan lainnya.

Salah satu tindakan kekerasan fisik yang dilegitimasi oleh syara’ adalah

pemukulan terhadap istri yang nusyuz. Dalam beberapa literatur Islam, pemukulan

1 Abdul Syukur Al-Azizi, Baiti Jannati...., h.367.
Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undanga Tentang
Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., h. 5
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terhadap istri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi
bolehnya memukul istri yang nusyuz merujuk kepada al-Quran surat an-Nisa’ ayat

34 yang berbunyi :

~ v
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Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
olen karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar.” (Q.S An-Nisa’ :34)13

Dari ayat diatas tertera kata “wadribuhunna” yang memiliki makna “dan
pukullah mereka” yang di maksud dari kata tersebut yakni bila ia belum jera
dengan nasihat dan pisah ranjang, maka para suami boleh memukul istri dengan
pukulan yang tidak melukainya. Sebagaimana dijelaskan didalam kitab sahih
muslim, dari Jabir, dari Nabi Saw, bahwa Nabi Saw pernah bersabda dalam hai

wada’nya :
13 (.sws Gl Y O Gl @y (e aSie Gelld oLl A | iy
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3 Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 84.
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Artinya :”bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya
mereka disisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas
diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang
tidak kalian sukaimenginjak hamparan kalian. Dan jika mereka
melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak
melukakan, dan bagi mereka ada hak mndapat rezeki dan pakaiannya
dengan cara yang ma’ruf.”

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan
hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan
Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas. Ulama figih
mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu
anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas jika si istri nusyuz,
hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar
dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut
tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan
pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun
dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak
bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (khulu’)
darinya.**

Sufyan ibnu Uyaynah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu
Abdullah ibnu Umar, dari lyas ibnu Abdullah ibnu Abu Ziab yang menceritakan

bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

Al 2] 15,08
Artinya : “Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah".

4 Ad-Dimasgi, Al lam Abdul Fida’ Ismail Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir Juz 5, Terj.
Bahrun Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006), h. 112.



22

Maka datanglah Umar r.a. kepada Rasulullah Saw. dan mengatakan,
"Banyak istri yang membangkang terhadap suaminya,” Lalu Rasulullah Saw.
memperbolehkan memukul mereka (sebagai pelajaran).*

Kemudian ada sebuah potongan hadist yang menjadi pendukung
penafsiran dari kata “wadribuhunna” dalam ayat diatas.

2o Badl 255 Ga el ) Jsb) s &l s Qe e gt o 28 0
Y Y AR Ll Y G 13 W SL&S  ClkTIY) kel s G €
5, Anmny 5 GBle ganle ol 5 25l sl 5 aealoly,) il 8 Y] DAG
Artinya : Dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya berkata : aku berkata : ya
Rasulullah , apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya ?
beliau menjawab “ engkau memberinya makan jika engkau makan,
engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul
wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan menemani tidur kecuali
di dalam rumah” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibn Majah,
sebagian hadist itu diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq dan shahih

oleh Ibn Hibban dan al-Hakim).*®

Dari potongan hadist diatas “wa la tadribilwajha” kita bisa simpulkan
kembali seandainya pun pemukulan diperlukan maka jangan memukul wajahnya
dan juga jangan dengan pukukulan yang meninggalkan bekas.

Secara sepintas ayat diatas memang tampak membolehkan pemukulan
terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada
makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegangan pada makna dzahir

dari ayat tersebut. Pertanyaan yang kemudian diajukan adalah apakah memang

pemukulan itu merupakan anjuran al-Quran, ataukah sebagai pintu darurat kecil

™ Ibid., h. 113.
% Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram “Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan
Akhlak”, terj. M. Arifin Kurnia (Bandung : Marja, 2018), h. 200.
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yang semestinya tidak dilakukan?. Pertanyaan ini memang penting dikemukakan
mengingat al-Quran diturunkan pada masyarakat yang tidak memanusiakan
perepuan. Jangankan dipukul, perempuan pada masa pra islam bahkan berhak
dibunuh, dijadikan benda warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri.
Dengan demikian, pemukulan terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan rumah
tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang
ringan di bandingkan prilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra islam.*’

Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan jelas
merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasehat
(mauidzah) dan cara kedua yaitu pisah ranjang jika tidak cukup efektif untuk
membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya. Dua alternatif
solusi yang diberikan al-Quran dalam memberikan treatment pada istri yang
nusyuz merupakan indikator (garinah) yang mengantarkan pada pemahaman
bahwa pemukulan sesungguhnya bukan suatu yang harus dilakukan atau bahkan
semangat dari ayat di atas, justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan
suami terhadap istrinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya
kekerasan terhadap perempuan.*®

Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap istrinya
yang nusyuz secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas
sebagai pemimpin pada lingkup rumah tangganya. Otoritas kepemimpinan

tersebut sebagai atribut pada seorang suami karena ini diberi kelebihan-kelebihan

7 Abnan Pancasilawati, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Uu No 23 Tahun
2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam”, Jurnal Mazahib 2,12 (2013): 99.
18 H
Ibid.
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serta posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian,
kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan suami istri yang timpang
dimana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Pada umumnya para ahli
tafsir memahami surat an-Nisa’ ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami
memukul istrinya yang nusyuz dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin,
pendidik dan penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian,
tindak kekerasan terhadap istrinya lahir konstruk peran gender yang melekat pada
posisi masing-masing suami istri.*
b. kekerasan psikologis

kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan yang
termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar
yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar,

mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
() 28 5mal) L 30218340 K1
Artinya : “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela” (al-Humazah:1).°
ayat diatas jelas telah menjadi ancaman bagi pelaku pengumpat dan
pencela, maksud kata pengumpat adalah mencela dan mengumpat orang lain
dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan pencela adalah sikap mencela orang lain

lewat kata kata, yang mana keduanya dapat menyinggung perasaan atau bahkan

19 B
Ibid.
% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 601.



25

membuat orang lain merasa terkucilkan. Begitu juga dalam kehidupan berumah

tangga.

o -
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Artinya : Dari Abu ad-Darda Ra : Rasulullah Saw bersabda, “sesungguhnya Allah
murka kepada orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor.”
(HR. At-Tirmidzi, Shahih).#

Hadist diatas juga sebagai pendukung larangan berprilaku jahat atau kasar
juga larangan untuk berkata-kata kasar dan kotor seperti menghina, menuduh,
mencela, dan menjatuhkan.

Rasulullah Saw juga sudah mempertegas hal ini sejak dulu bahwa ada
seorang sahabat yang bertanya kepada tentang kewajiban seorang suami kepada
istrinya, dan salah satu dari perkataannya adalah jangan menjelek-jelekannya,
karena pada dasarnya perempuan diciptakan dengan penuh perasaan dan kasih

sayang, jika kita menjelek jelekannya dan tanpa kita sadar bahwa Kkita telah

melukai hatinya dan hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw.

Artinya : “jangan menjelek-jelekannya”.?

Jelas sudah bahwa dari kata “jangan menjelek-jelekannya” adalah hal yang
dilarang, karena dapat melukai perasaannya, maka usahakanlah untuk berkata
baik, jangan kasar, dan jangan sembarangan bercanda. Sebagai seorang suami

harus pandai memilah tindakan dan perekataan yang tidak melukainya.

2l |bn Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram “Hadis-hadis lbadah, muamalah, dan

akhlak..., h. 291.
22 |_jhat Hadist Lengkap Pada Halaman 23. Ibid, h. 200
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Kekerasan psikis juga melibatkan tindakan adhal yang memiliki arti
menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang
lain. Saat ini bentuk-bentuk adhal dalam rumah tangga misalnya : membuat istri
tidak memiliki akses ekonomi keluar rumah sehingga tergatung pada suami
sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kodisi
yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani
mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menimpanya;
menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga istri tidak berdaya menuntut hak-
haknya seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak
sesuai kemampuan suami.? al-Quran secara jelas menyatakan keharaman berbuat
adhal kepada perempuan dalam surat an-Nisa : 19
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut.
Jika tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu
tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang
banyak padanya.” (Q.S an-Nisa :19)%*
Kekerasan jenis ini juga meliputi tindakan ketidakadilan dalam sebuah

rumah tangga, misalnya suami yang memiliki tindakan pilih kasih antara istri-

istrinya, tindakan ini jelas adalah perlakuan yang dapat mengganggu psikologi

% Siti Rahmah, “Reinterpretasi Ayat-Ayat al-Quran Tentang Domestic Violence”, jurnal
Muawazahl,4 (Juli 2012):37.
% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 80.
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istrinya yang tidak mendapatkan kasih sayang atau menjadi korban ketidak adilan

suami. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

& T2
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Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S ann-Nisa : 129)%

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang dapat berlaku

adil, namun ayat ini memberikan solusi agar tidak terlalu cenderung antara salah

satu dari istri-istrinya, karena apabila suami cenderung kepada salah satu diantara

istri-istrinya maka akan timbul kecemburuan dan rasa terkucilkan sehingga

terganggu psikologi istri yang dikucilkan.
c. kekerasan seksual

kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari

kebutuhan batinnya, memaksa hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri,

tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang berdampak lahirnya tidak
percaya diri, merasa tidak di hargai, depresi dan trauma.

kekerasan jenis ini juga disebut dengan marital rape yang asal katanya

dari bahasa Inggris yang memiliki arti “perkosaan dalam perkawinan dan

perkosaan terhadap istri”, yang dimaksud pemerkosaan disini ialah pemaksaan

% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 99.
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aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istrinya atau
sebaliknya.?®

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk kekerasan
seksual sebagai berikut : (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri
karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis; (2) hubungan seksual
dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal; (3)
hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang

mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.?’
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.” (Q.S an-Nisa : 19)%

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah

memerintahkan untuk menggauli istri-istri dengan secara yang patut dan dengan

cara yang telah dianjurkan dalam ajaran islam sangat jelas Allah tidak

membenarkan cara yang salah bahkan sampai menggunakan jalan kekerasan dan

pemaksaan.

% Milda Marlia, Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri,(Yogyakarta : Pustaka
Pesantren, 2007) h. 11.

" Ibid, h. 13.

% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 80.
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Artinya :Dari Abu Hurairah Ra berkata : berkata Rasulullah Saw “terlaknatlah
orang yang menggauli istri dari duburnya” (HR. Abu Daud dan Nasa’i;
redaksinya dari an-Nasa’i para perawinya tsiqat namun dinilai mursal).”®

Hadist ini sudah jelas bahwa dilarang menggauli istri dengan jalan yang
hanya ingin dikehendaki oleh suami saja, terlepas istri rela diperlakukan demikian
tetap mengauli istri dari duburnya dilarang dalam Islam. Selain itu, hubungan
suami istri harus dilakukan secara wajar yaitu suami tidak boleh menggauli istri
dari anus.*

Suami harus memperhatikan istrinya begitu juga sebaliknya. Hubungan
seksual yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tentu
bertentangan dengan prinsip mu asyarah bil al-ma’ruf. Terkait relasi sesksual
suami istri, Islam mengajarkan kesetaraan dan kepatutan.®

d. Kekerasan Ekonomi Atau Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada
orang tersebut. Contoh kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri
bahkan menghabiskan uang istri.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantugan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang

# |bn Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram “Hadis-hadis lbadah, muamalah, dan
akhlak..., h. 199.

% Milda Marlia, Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri..., h. 58.

*" Ibid, h. 59.
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layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut.*

Kekerasan ekonomi ini dapat menimbulkan sifat pemalu istri yang lebih
memilih di rumah saja, tingkat sosial yang rendah, dan bergantungan pada orang
lain dalam urusan ekonomi.*®

Suami berhak untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, anak-anaknya
bahkan nafkah utama yang diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok
kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan

nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kesanggupannya.
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Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

%2 Badriyah Khaeed, S.H, Penyelesaian Hukum KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya) , (Yogyakarta : Medress Digital, 2015), h. 19.

% Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap
Kesehatan Reproduksi”, (Semarang: Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula), h. 5.
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apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S at-Thalag :6-7)%

Dari dalil-dalil diatas dapat di simpulkan bahwa memberi nafkah bagi
suami adalah kewajiban, nafkah yang dimaksud berupa makanan pokok, pakaian
serta tempat tinggal sesuai kesanggupan si suami, sebagai seorang istri juga tidak
di perbolehkan menuntut berlebihan kepada suami apabila suami telah
memberikan nafkah sesuai kesanggupan maka suami sudah melaksanakan

kewajibannya untuk memberi nafkah.*®

G 1) W KT RT3 gandal

Artinya : “engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya
pakaian jika engkau berpakaian.”*®

Memberi pakaian dan makan juga tempat tinggal telah menjadi kewajiban
bagi seorang suami kepada istrinya sesuai kesanggupan si suami, apa yang
dimakan dan di pakai oleh suami begitu juga yang harus dirasakan oleh istrinya.

B. Nusyuz
1. Pengertian Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata nusyuz-
yansyuz yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Sedangkan
menurut al-Qurtubi: (suatu yang terangkat ke atas dari bumi). Adapun Ahmad
Warson alMunawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu

yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya

% Departemen RI., al-Quran dan Terjemahnya, h. 559.

% Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, Jurnal llmu Hukum
6,6(Agustus,2015): 382.

% Lihat Hadist Lengkap Pada Halaman 23. Ibn Hajar Al-Asgalani, Bulughul Marram
“Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak..., h. 200.
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dikaitkan dengan hubugan suami istri maka ia mengartikan sebagai sikap istri
yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.®’

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di
antaranya: Menurut fugaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim
mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri.
Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya
suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan
diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan
ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang
tidak harmonis.*®

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian
suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili,
guru besar ilmu figh dan ushul figh pada Universitas Damaskus, mengartikan
nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa
yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.*

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

*"R.M. Dahlan, Fikih Munakahat..., h. 125.

* ibid, h. 126.

% Risalan Basri Harahap, “Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Yang
Nusuz”, Jurnal Al-Magqasid 4,2 (Juli-Desember 2018): 148.

0 Kompilasi Hukum Islam
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Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang
tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainya. Dan sebagai kesimpulannya,
disamping perbuatan nusyuz selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri,
juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli
isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-
batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz
sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.**

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyuz
dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang
ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI
berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam
kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir
dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Dan
isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban
sebagaimana dimaksud. *?

Sebagai produk pemikiran, KHI juga membahas mengenai persoalan
nusyuz dan akibat hukumnya diantaranya dalam pasal 80 ayat (7) “kewajiban
suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz” yang dimaksud

dengan kewajiban suami disini adalah kewajiban memberikan nafkah, kiswah dan

1 1bid, h. 149.
2 1bid, h. 149.
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tempat tinggal lah bagi istri yang telah melakukan pembangkangan terhadap
suaminya.*® dalam KHI pasal 84 dijelaskan :

1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat
(1) kecuali alas an yang sah.

2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali
hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali
sesudah istri nusyuz.

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus
didasarkan atas bukti yang sah.**

Jika di antara suami atau istri melakukan hal yang tidak semestinya
(nusyuz) sebagai pasangan suami istri, proses penyelesaiannya berbeda. Jika istri
yang melanggar, suami berhak memberikan peringatan dengan tiga tahapan, yakni
: mengingatkan dengan kata-kata atau menasehatinya, membiarkan istri sendiri di
tempat tidur dan jika kedua langkah ini tidak memberikan efek positif dari si istri

maka tahap selanjutnya adalah dengan memukulnya.
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** Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, Jurnal al-Ahwal 6,2
(2013):117.
“ Kompilasi Hukum Islam .
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Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
olen karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar”. (an-Nisa: 34).%*

Di samping itu terdapat ayat lain yang secara eksplisit membicarakan
nusyuznya suami, meskipun pada dataran empirik seperti dalam kompilasi hukum
Islam (KHI) maupun literatur-literatur figh persoalan tentang nusyuznya suami
kurang dan jarang menjadi objek kajian secara khusus. Padahal dijelaskan dalam

surat an-Nisa’ ayat 128 :
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Artinya : “Dan jika perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap
tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang
sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki
(pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap
apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa’ : 128)46

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suami juga dapat dikatakan
nusyuz samahalnya seperti nusyuz terhadap istri, juga disebutkan dalam ayat
diatas suami bersikap tak acuh dapat dijabarkan sikap tak acuh di atas termasuk

menjauhi istri, berikap kasar, tidak peduli, tidak memberikan nafkah, atau hal-hal

*® Departemen Agama RI., Al-Quran dan terjemahnya..., h. 84.
“® Departemen Agama RI., Al-Quran dan terjemahnya..., h. 99.



36

lainnya yang membuat beban berat bagi istri. Namun berbeda tahapan dalam
penyelesaiannya, jika perempuan memiliki beberapa tahapan yang harus
dilaksanakan secara berurutan maka suami hanya memiliki satu cara saja yaitu
dengan melakukan perdamaian dan memperbanyak rasa sabar.*’
3. Kriteria Nusyuz

Pada hakikatnya sebenarnya nusyuz itu bukanlah tabiat asli perempuan,
melainkan sifat yang timbul kemudian. Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan
secara rinci mengenai Kkriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan
nusyuz menurut para ulama mazhab,*® yatitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama hanafi, apabila seoarng istri (perempuan) keluar dari
rumah suami tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya
tanpa alasan yang benar.

b. Menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak
taat terhadap suaminya dan menolak untuk digaul, serta mendatangi
suatu tempat yang ia tahu hal itu tidak diizinkan suaminya, dan ia
mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi
janabah, dan tidak melaksanakan puasa Ramadhan.

C. Menurut ulama Syafi’i, seoarang istri dikatakn nusyuz apabila istri
tersebut tidak mematuh suaminya dan tidk menjalankan ketentuan-
ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak

menunaikan kewajiban agama lainnya.

4 Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, Jurnal al-Ahwal 6,2
(2013):114.
¢ R. M. Dahlan, Fikih Munakahat...., h. 127.
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d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz
apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak
suaminnya yang wajib diterimanya karena pernikahan.*®

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam

Ensiklopedi Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk
perbuatan nusyuz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah
memaki-maki dan menghina pasanganya, sedangkan nusyuz yang berupa
perbuatan adalah mengabaikan hak pasanganya atas dirinya, berfoya-foya dengan
orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasanganya sendiri.*

a. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk
nusyuz, antara lain sebagai berikut:

b. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama
tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i. Padahal suami
telah mengajak pindah ke tempat kediman bersama sedang tempat
kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat
tinggal yang layak bagi dirinya.

c. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya.
Akan tetapi mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa
apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak
termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena

kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.

49y
Ibid, h. 128.
%0 Risalan Basri Harahap, “Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Yang
Nusuz”..., h. 149.
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d. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu
hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya,
untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk
melakukan hubungan suami-istri. Isteri yang menolak untuk
ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia
dianggap nusyuz.

e. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah
dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak
bersama suami.”*

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga
mengkaitkanya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan
yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik zahir maupun batinnya,
sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan
perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, nusyuz
isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh
pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh
kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori

nusyuznya isteri sehingga suami diprbolenkan memukulnya diantara mencaci

% 1bid, h. 150.
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maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada

suami meskipun suami mencaci lebih dulu.

Sebagaimana isteri, nusyuz seorang suami juga dapat berupa ucapan,

perbuatan, atau juga berupa kedua-duanya sekaligus, sebagaimana diuraikan

secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:

a.

d.

Mendiamkan isteri tidak diajak berbicara, meskipun berbicara
tetapi selalu memakai kata-kata yang kasar dan menyakitkan;
Mencela dengan menyebut kewajiban jasmani atau jiwanya;
Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur
bersama; dan

Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara bentuk nusyuz perbuatan dapat dilihat dari contoh:

a. Tidak menggauli isteri tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas;
b. Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan atau celaan dengan
tujuan hendak mencelakakan isteri;
c. Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain;
d. Menjauhi isteri karena penyakit yang dideritanya; dan
e. Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.™
*2 Ibid, h. 151.

*¥ Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, Jurnal al-Ahwal 6,2

(2013):115.
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METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah.® Sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis
dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik
untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya
pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian itu
akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.’

Banyak para ilmuan yang memberikan tanggapan tentang defenisi
penelitian, diantaranya:

Whitney dalam bukunya The Element Of Research menyatakan,
disamping untuk untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan
dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Sehingga penelitian itu adalah
pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian
dilakukan terhadap masalah-masalah yang dipecahkan.

Hilway dalam bukunya yang berjudul Intriduction To Research
mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan
seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu
masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan

tersebut.’

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press,1986), h. 6.

2 Faisal Ananda Arfa dan W Atni Marpaung, Metodologi Penelittian Hukum Islam,
(Jakarta : Kencana, 2016), h. 12.

* Ibid, h. 13.
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Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research) yakni dengan mengumpulkan data-data penelitan dari buku-buku,
ensiklopedia, kamus, majalah, maupun jurnal yang dipandang memiliki relevansi
dengan penulisan skripsi ini.*

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reaserch),
yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam
bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta
teknik penelitian dalam penelitian baik dalam mengumpulkan data untuk
menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh
orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari
terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada perkembangan
konsep dan fakta yang ada.’

C. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni peneltian teks yang bersifat non
kancah, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Kualitatif normatif analitis. Penelitian kualitatif didasarkan pada pada upaya
membangun pandangan merek yang diteliti dengan rinci. Dibentuk dengan kata-
kata, gambaran holistik dan rumit.®

Sedangkan normatif analitis yaitu metode suatu sistem aturan yang

abstrak, sedangkan yang ingin dianalisa dalam skripsi ini adalah isi kandungan al-

* Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM,1987), h. 67.

® Husaini Ustmani, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

® Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2013), h. 6.
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Quran surat An-nisa’ ayat 34, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang
penghapusan KDRT, KHI, dan figh munakahat.
D. Sumber Data

Sumber data adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku-buku,
ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah
ini.” Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini,
terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data tertulis dan data langsung dari tangan
orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan
sumber data aslinya.® Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan
skripsi ini adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan
KDRT, hukum islam (figh munakahat), Kompilasi Hukum Islam, al-Quran, dan
hadist.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis pendukung, sebagai data
pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lainnya, yang
memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis. Hal tersebut
berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari
data primer. Seperti buku-buku, kamus, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan yang

berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

" Dadang Kamal, Metode Penelitian Agama, (Jakarta : Pustaka Setia, 2000), h. 103.
& Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), h. 220.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk
memperoleh data yang di peroleh atau teknik untuk mengumpulkan data dari salah
satu atau beberapa sumber data yang ditentukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari
permasalahan penelitiannya.® Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis
penelitian pustaka, langkah-langkah yng harus dilakukan yaitu:

a. Mencari data-data yang bersangkutan dengan pokok permasalahan.

b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang
lengkap.

c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti sangat
diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang terbatas.°
F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan
objek kajian penelitin ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang telah diperoleh,
kemudian menganalisanya dengan menggunakan analisis deskriptif.**
G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada buku panduan skripsi 2018 yang di

terbitkan oleh Fakultas Syari’ah.

° Faisal Ananda Arfa dan W Atni Marpaung, Metodologi Penelittian Hukum Islam..., h.
86.

19 Burhan Bungin, Menulis limiah Metodolgi Penelitan Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Obor
Indonesia, 2010), h. 189.

1 Sudarwan Darnin, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), h. 249.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengatur Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004
Secara etimologi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan
dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekolompok
orang yang menyebabkan cidera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan
fisik atau barang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung
unsur paksaan.’
Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal
1 yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang
terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.?
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT), tidak hanya berusaha tentang

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri, akan tetapi juga membahas

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa
Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 485.

2 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan
Gender, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 227.
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terkait ruang lingkup rumah tangga yang bisa dikenakan Undang-Undang
tersebut. Jika dilihat dalam Undang-Undang tersebut pengertian kekerasan dalam
rumah tangga itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga itu sendiri
antara lain ialah :
1. Suami. Isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah
tangga
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam
rumah tangga yang bersangkutan.®
Jika dilihat tentang ruang lingkup rumah tangga diatas, yang dapat
dikenakan dalam kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terkait antara
hubungan perkawinan, perwalian, akan tetapi juga dalam urusan rumah tangga
secara keseluruhan, seperti asisten rumah tangga, supir, dan lainnya.
Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami

oleh kaum wanita, tetapi dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah

® Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2004..., h. 2.
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Tangga (KDRT) korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah
keluarga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

13

menjelaskan bahwa “ Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau
ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan penjelasan diatas,
yang dapat menjadi korban kekerasan bisa jadi suami, isteri, anak, pembantu
rumah tangga, kakek atau nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya
bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.* Hadirnya Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi harapan besar bagi
masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan kekerasan dalam rumah
tangga yang menimpa pada kehidupan rumah tangga mereka. Secara keseluruhan
Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga sendiri memuat mengenai
pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi
dalam rumah tangga dalam unsur tindak pidana agar para pelaku mengetahui
hukumnya apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan.

Maksud dari Undang-Undang diatas ialah memberikan perlindungan
hukum yang luas di dalam rumah tangga sehingga tidak hanya dalam ruang
lingkup keluarga saja, tapi juga melindungi orang-orang disekitar rumah tangga
yang setiap harinya membantu dan bertempat tinggal didalam rumah tersebut.
Disini dapat dilihat dan diketahui bahwa Negara menghormati Hak Asasi Manusi
(HAM) dan persamaan derajat antara kepala rumah tangga, keluarga maupun

orang-orang yang senantiasa membantu atau menetap didalam rumah tersebut.

* 1bid.
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Dan juga melindungi orang-orang yang mengalami kekerasan fisik untuk
membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan tersebut.
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga
terdiri dari empat macam diantara lain ialah:*

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit
atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan
yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau
merusak harta orang lain.®

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah perbuatan perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdayaatau penderitaan psikis berat pada seseorang.’

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan
seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual

juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa

*Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, ( Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006), h. 85.

® Hendrarti dan Herudjati Purwoko, Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif &
Struktural, ( Jakarta : PT Indeks, 2008), h. 6.

" Febri Endra Budi Setyawan, Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga,(
Malang : Zifatama Jawara, 2019), h. 303.
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istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan
disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang
tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi
kebutuhan seksual isteri.®

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tanga ialah seseorang yang tidak melaksanakan
kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa
mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sesungguhnya merupakan
cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena
umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik,
proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam
hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan
psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena
terkait dengan rasa emosi. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) dapat di identifikasikan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

® Fathul Jannah, dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, ( Yogyakarta : LKIS, 2003), h. 15.
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a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual
d. Penelantaran rumah tangga. °
Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat
pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ¢ meliputi :
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
Pasal 9
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

° Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004..., h. 5.
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persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat a juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.™

Menurut Ashcraft, kekerasan dalam rumah tangga mencakup bentuk prilaku

sebagai berikut :**

a.

Kekerasan fisik, seperti : menghantam, mendorong, menampar, menusuk,
menendang, menggunakan senjata, melempar benda, mematahkan barang-
barang, menarik rambut dan mengurung.

Kekerasan verbal, seperti menjatuhkan, mencaci maki, mengkritik, bersilat
lidah, menghina, membuat perasaan berdosa, memperkuat perasaan takut.
Kekerasan ekonomi, seperti mempekerjakan dalam suatu pekerjaan,
memberhentikan atau membatasi pekerjaan, memanfaatkan peluang
penghasilan, meminta paksa dukungan.

Kekerasan dengan pengasingan sosial, seperti mengawasi pergaulan dan
ruang gerak, membatasi keterlibatan dengan masyarakat.

Kekerasan seksual, seperti memaksa untuk melaksanakan tindakan seksual

yang tidak dikehendaki, menyeleweng, melakukan hubungan sodomi

Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-

Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004..., h. 6.

' Eti Nurhayati, Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif, ( Yogyakarta : Pustaka

Pelajar, 2011), h. 129.
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dengan kekerasan, menuduh menyeleweng, menghina cara mencapai
kepuasan seks, tidak memberi kasih sayang.

f. Mengerdilkan atau menyepelekan, seperti mudah melakukan kekerasan,
menuduh keras yang tidak terjadi, membalas dengan kekerasan,
menyalahkan melakukan kekerasan.

g. Mengintimidasi, seperti menunjukkan perangai yang menakutkan,
menghancurkan barang milik, melukai binatang kesayangan, mengancam
dengan senjata, mengancam untuk meninggalkan, mengambil anak-anak,
mengancam bunuh diri, mengancam untuk mengunggkapkan homo
seksual ke masyarakat, para pekerja, keluarga, atau mantan pasangan.*?
Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat terkadang

menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam mentoleransi tindak
kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada isterinya. Menurut pandangan
orang-orang yang anti Islam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh
ajaran Islam yang membolehkan pandangan pemukulan dalam rangka mendidik
isteri.

3. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pada dasarnya, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan

oleh dua hal yaitu : pertama, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada
sesama pasangan, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah
tangga, dan Kkarakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi

seseorang untuk melanggar hukum syara’ termasuk melakukan tindakan

12 1bid.



52

kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, faktor sistematik yaitu kekerasan yang
terjadi sudah sangat merajelala menjadi penyakit sosial masyarakat, baik di
lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural
yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan
masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menolak perlindungan terhadap
manusia®.

Adapun faktor yang menjadi penyebab kekerasan rumah tangga meliputi
:14

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan

isteri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah terkonstruk
sedemikian rupa didalam kehidupan berumah tangga dan kultur serta struktur
masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami oleh karenanya harus melaksanakan
segala yang diinginkan oleh yang memilikinya. Hal ini menyebabkan suami
menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap
isterinya. Jika sudah demikian halnya maka hubungan kekuasaan antara suami dan
isteri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi

Faktor ketegantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa isteri
untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan

sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan

BAmran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2016), h. 131.

Y Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan Pada Anak & Wanita, ( Jakarta : Rayyana
Komunikasiindo, 2017), h. 38.
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penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan
pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak
sewenang-wenangnya kepada sang isteri.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam
rumah tangga.biasanya kekerasan ini dilakukan untuk melampiaskan kemarahan
atas ketersinggungan ataupun kekecewaan karena tidak memenuhi keinginan,
kemudian dilakukanlah tindakan kekerasan dengan tujuan isteri dapat memenuhi
keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan
bahwa jika wanita tidak patuh maka harus diperlakukan secara kasar agar ia
menjadi  penurut. Anggapan diatas membuktikan bahwa suami sering
menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan masalah dalam rumah
tangga.
4. Persaingan
Persaingan antara suami isteri, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan
ekonomi baik yang mereka alami sejak masa sekolah, lingkungan kerja, dan
lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan
dan selanjutnya dapat terjadinya kekerasan yang menyebabkan terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku.
Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan
karakteristiknya dapat menimbulkan dampak bagi korbannya.'® Dampak

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga, maka

La Jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam
Rumah Tangga, ( Surabaya : PT Bina llmu, 2008), h. 85.
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penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh isteri saja tetapi juga
anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa
isteri adalah:

a. Dampak secara dapat mengakibatkan isteri menderita rasa sakit
fisik dikarenakan luka, memar, patah tulang, bahkan berujung kematian.

b. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan
hilangnya gairah seks, karena isteri menjadi ketakutan dan tidak bias merespon
secara normal ajakan berhubungan seks, kemandulan yang terjadi kepada korban,
rusaknya alat reproduksi korban akibatkan pelecehan seksual yang diterima.

C. Kekerasan psikologis dapat berdampak isteri merasa tertekan,
shock, trauma, jatuhnya harga diri, terjadinya gangguan jiwa terhadap korban,
rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak,serta depresi yang mendalam.

Penganiayaan terhadap isteri sering disertai pada penganiayaan pada anak.
Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap isteri sering berlanjut
menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan
dalam keluarga, menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada isteri dan
masalah-masalah lainnya dalam keluarga.*®

Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis
sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan
negatif dengan lingkungan yang harus di tanggung anak seperti:

1) Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah

karena menghindari kekerasan.

18 1bid.
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2) Tidak biasa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah

yang membuat anak terkucil.

3) Merasa disia-sia kan oleh orang tua.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah
pelajaran dan proses, sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan
penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga
anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:*’

1) Satu-satunya untuk menghadapi stress dan tekanan terhadap sesuatu

adalah dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain.

2) Menggunakan paksaan fisik utuk memperoleh sesuatu yang

diinginkan.

3) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang tidak

sanggup ia fikirkan lagi.

Penanganan atau solusi kekerasan dalam rumah tangga ini yang dapat
penulis simpulkan ialah suami isteri harus berbicara dengan kepala dingin tentang
masalah yang sedang dihadapi agar tindak menyebabkan kekerasan dalam rumah
tangga tersebut, cari waktu berdua yang pas untuk memberi tahu bahwa kekerasan
dalam rumah tangga itu mempunyai hukum Negara, hukum agama, budaya dan
adat istiadat, jangan menganggap remeh kekerasan dalam rumah tangga, karena
mempunyai hukumannya menurut Undang-Undang yang berlaku. Laporkan
kepada kedua belah keluarga yang berpengaruh yang dapat memberi jalan untuk

menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Laporkan kepada

17 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : Lembaga Kajian
Agama dan Gender dengan PSP), h. 18.
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pihak yang berwajib jika telalu terlalu parah untuk dilakukan tindakan dan
dilakukan visum untuk membuat alat bukti kepengadilan.

Penanggulangan yang harus dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah
tangga ialah memberikan kebijakkan yang keras kepada masyarakat atas
bahayanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, menyelenggerakan
komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada
masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui Undang-
Undang dan hukuman yang berlaku bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga
tersebut. Juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender agar
tidak mudah melakukan kekerasan terhadap siapun itu, baik perempuan maupun
laki-laki, anak-anak, orang tua, pengasuh rumah tangga dan lain sebagainya.
Menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi siapa saja yang
telah melanggar peraturan pemerintah tersebut, dan memberikan pelayanan
khusus bagi korban KDRT tersebut.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat;
Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan
Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi
Hukum.™®

perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

8 Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004...h.15
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan
Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus
(RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal
alternative, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-
hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.*®

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Figih Munakahat

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang sangat
penting. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran
penting dalam kehidupan sehari-hari dan nantinya akan terbentuk dalam
masyarakat yang bertata pula.?’

Menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk
dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup
hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, ekonomi keluarga dan
lain sebagainya. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama, tidak
boleh ada satupun aturan yang bertentangan dengan al-Quran.?* Dan juga
mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi
bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah

tangga.

Y Tim Redaksi Fokusmedia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-
Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004..., h. 8.

2 Abdullah Cholil, Kiat Menata Keluarga, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007),
h. 3.

21 Bachrul 1lmy, Dkk, Pendidikan Agama Islam, ( Bandung : Grafindo Media, 2007),
h.68.
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Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga
secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al- Quran
maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan isterinya

dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:
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Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat diatas menjelaskan tentang banyak suami yang melakukan kekerasan
terhadap isteri dalam segala bentuknya. Sebagian ulama menafsirkan pemukulan
ini, pertama, pemukulah tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak
boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan. Ketiga,

pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan

22 Departemen Agama RI., Al-Quran dan terjemahnya..., h. 84
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dalam rangka sepanjang memberikan manfaat bagi kebutuhan dan keharmonisan
kembali hubungan suami dan isteri.?®

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan
partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.?* Oleh karena itu segala perbuatan
yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah
tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya
hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah
tangga dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan
tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan
dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang
tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia,
termasuk penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah.
Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan
dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah intern keluarga dan
tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah

kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri)

% Muhamad Husen, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren,
(Yogyakarta : LKIS, 2004), h. 242.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), h.
48.
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mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang
terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.?®
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam
agama Islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan
dalam bentuk apapun, sebab Islam sendiri selalu mengajarkan berprilaku lemah
lembuh dan penuh kasih sayang antar sesama manusia dan menghormati satu dan
lainnya. Kekerasan rumah tangga sangat tidak mempunyai cerminan kepribadian
yang baik, karena itu kita disuruh untuk menjauhkan hal-hal yang dapat
membahayakan terhadap orang lain.
e Bl 255 35 o 1 ) L5 G Sl s JBal e Bsad (82 e
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Artinya : Dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya berkata : aku berkata : ya
Rasulullah , apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya ?
beliau menjawab “ engkau memberinya makan jika engkau makan,
engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul
wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan menemani tidur kecuali
di dalam rumah” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibn Majah,
sebagian hadist itu diriwayatkan al-Bukhari secara mu’allaq dan shahih
oleh Ibn Hibban dan al-Hakim).?®
Dari hadist diatas telah jelas tercantum bahwa Islam melarang melakukan
kekerasan dalam rumah tangga, hadist ini dapat menjadi dalil pendukung tentang

larangan keekrasan dalam rumah tangga yang tertera dalam undang-undang

nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jauh

% Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h. 35.
% |bn Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram “Hadis-Hadis lbadah, Muamalah, dan

Akhlak..., h. 200.
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sebelum adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 islam telah mengatur
bagaimana cara memperlakukan perempuan (istri). Singkatnya figh munakahat
dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah sejalan hanya
saja dalam undang-undang ditulis lebih rinci lagi tentang larangan KDRT,
perlindungan korban, pemulihan dan ketentuan lainnya.

Mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dialami oleh isteri
yang dilakukan suaminya karena isteri merupakan objek yang lemah dan tidak
berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada
suaminya, seperti isteri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri.
Kekerasan terhadap isteri adalah bentuk kriminalitas ( Jarimah). Pengertian
jarimah dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan
oleh Syari’at Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam
Islam adalah perbuatan tercela (al-gabih) yang ditetapkan oleh hukum syara’,
bukan yang lain. Dengan demikian perbuatan yang dianggap sebagai tindakan
kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan oleh hukum syara’.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidananya dalam
Islam adalah sebagai berikut : %

1. Qazhaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh perempuan baik-

baik berzinah tanpa bisa bemberi bukti yang bisa diterima oleh syariat

Islam, sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukkan.

T Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h.
364.
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. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa dengan sengaja. Pelaku
diberi sanksi hukum gisas.

. Menyodomi, yakni menggauli perempuan pada duburnya. Haram
hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi , sanksi hukumannya
adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada
pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumannya adalah
kewajiban membayar diyat ( 100 ekor unta), tergantung pada anggota
tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100
ekor unta, 1 biji maa ¥ diyat ( 50 ekor unta), satu kaki %2 diyat, luka
yang sampai selaput tempurung kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat,
luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari
kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai
ketulang hingga 5 ekor unta.

. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan
perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi
penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu
adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu
rumah tangga, maka akan diberikan sanksi yang maksimal.

. Penghinaan, jika ada dua orang yang saling menghina sementara
keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan

dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
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Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang hari kian
menyedihkan dan mengerikan. Misalnya, seorang suami membekar dan
membunuh isteri serta anak-anaknya hanya karena ia cemburu denga isterinya,
begituula sebaliknya, seorang isteri membunuh suainya dalam keadaan tidur dan
memutilasinya dan menyimpan kedalam bungku plastik dan membuangnya
ketempat sampah. Sungguh sangat mengerikan peristiwa-peristiwa kekerasan
dalam rumah tangga yang terjadi tanah air kita.”®

3. Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum

Islam

Dalam Islam, yang pertama harus disadari adalah kepala rumah tangga dan
pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan
bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi
kebutuhan rumah tangga, dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan
papan.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat
nilai perempuan sebagai isteri dan menjadikannya pelaksanaan hak-hak suami
isteri itu sebagai jiad di jalan Allah. Fitrah Allah telah menjadikan perempuan
bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karena itu, hak-haknya harus dipenuhi
oleh suaminya, seorang suami diwajibkan untuk mencukupi kewajibannya sebagai
suami dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Isteri berhak digauli dengan

baik, sebaliknya juga isteri harus menjalankan kewajibannya kepada suami

2 bid, h. 365.
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dengan penuh keikhlasan.seorang isteri wajib memelihara rumah tangganya, dan
mentaati perintah suami untuk keutuhan rumah tangga.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam
yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan
sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif
hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap
istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat
karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh
karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu : %

a. Menempatkan kaum perempuan sebagai isteri yang shalehah dan

mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri

b. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurusi rumah tangga

c. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya

d. Menggauli isteri dengan baik dan benar menurut syariat Islam

e. Menjadikan isteri sebagai tauladan anak-anaknya.
Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar,
yaitu:

a. Salah satu pihak isteri atau suami berlaku nusyuz. Jadi, yang nusyuz

(durhaka) itu bukan hanya isteri, suami pula bisa melakukan nusyuz.
b. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu

menahan dan mengendalikan diri.

2 1bid, h. 367.
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Apabila istri durhaka, suami hendaknya tidak bersifat tempramental, ia
harus menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apabila
sudah dinasehati, tetapi masih tetap saja durhaka, hendaklah suami berpisah tidur
dengan isteri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya, diperbolehkan
memukulnya akan tetapi jangan sampai merusak badannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kemungkinan besar kekerasan dalam
rumah tangga akan dapat dihindarkan dan rumah tangga akan tetap berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan
oleh perselisihan suami isteri yang disebut syigaq. Perselisihan adalah pertikaian,
pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami dan isteri.

Perselisihan suami isteri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah
tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk
menang. Oleh karena itu, apabila suami isteri tidak mampu menyelesaikannya,
sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :*°

a. Pisah ranjang dengan tujuan menenangkan diri.

b. Memanggil pihak keluarga suami atau isteri agar mendamaikan

keduanya.

c. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu konflik suami

isteri.

d. Menyelesaikan melalui perceraian di Pengadilan Agama sebagai jalan

terakhir antara suami dan isteri.

30 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga..., h. 369.
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Berbagai penyebab terjadinya perselisihan antara suami isteri dalam rumah
tangga sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan membangun
komunikasi yang baik diantara suami dan isteri. Suami harus pandai
mengendalikan emosi dan diri agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, dan juga isteri harus menerima keadaan suami dengan ikhlas, sehingga
keduanya akan meraih kesadaran dan saling memaafkan satu sama lainnya untuk
meutuhkan kembali bahtera rumah tangga.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas isteri ketika akad
nikah (Sighat Ta’lig Talag) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai

(Khulu).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dalam kesempatan
ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan
juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT), telah mengatur
tentang faktor, jenis, dampak dan akibat yang dapat dirasakan oleh
korban dan pelaku, yang mana dapat berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang hukum dalam
lingkup rumah tangga.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT) menurut Figh Munakahat sebenarnya telah
dibahas dalam agama Islam. Sejak awal, syariat Islam tentang
perempuan (istri) diturunkan untuk mengangkat martabat perempuan.
Larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
menururt Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) vyang

tertuang pada BAB I11 sejalan dengan al-Quran maupun Hadist. Oleh
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karena itu, jika terdapat tindakan pelanggaran Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara
tidak langsung juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam al-
guran dan Hadist yang dijadikan landasan terbentuknya undang-

undang ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukkan dan bahan
pertimbangan bagi hukum dan masyarakat khususnya untuk para perempuan yang
kebanyakan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun saran

penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan hukuman untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga
diharapkan untuk lebih teliti melihat sejauh mana kekerasan yang
dilakukan pelaku terhadap korban agar pelaku tindak kekerasan dalam
rumah tangga akan jera dan tidak melakukan kekerasan lagi.

2. Perlindungan korban atas kekerasan dalam rumah tangga perlu
diperhatikan kembali karena masih banyak korban yang menganggap
kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan para korban enggan

melapor atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap si korban.
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